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ABSTRAK 

Lisa Maimuna (2025) : Penerapan Prinsip Good Governance Dalam 

Penegelolaan Dana Desa Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Oleh 

Pemerintah Desa Gelora Kecamatan Bagan 

Sinembah 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip good 

governance dalam pengelolaan Dana Desa sebagai bentuk tanggung jawab dan 

keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat yang sudah diamanatkan oleh 

undang-undang nomor 6 tahun 2014 Meskipun Dana Desa yang diterima oleh 

Desa Gelora cukup besar setiap tahunnya, pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai kendala di lapangan yang mana masih terdapat keterlambatan pencairan 

dana,dana tidak tepat sasaran,dan perencanaan yang tidak sesuai dengan 

musyawarah . 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum 

dalam pengelolaan Dana Desa serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat 

dalam penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa oleh 

pemerintah Desa Gelora kecamatan bagan sinembah Kabupaten Rokan hilir.  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

kualitatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 

dengan perangkat desa, BPD dan masyarakat, observasi kegiatan, dokumentasi, 

dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance 

sudah mulai diterapkan melalui penggunaan papan informasi desa, laporan 

keuangan, serta forum musyawarah desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal. 

Hambatan yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi aktif masyarakat, 

keterlambatan pencairan dana, lemahnya sistem pengawasan dan pengaduan, 

keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta distribusi informasi yang 

belum merata.  

Kata Kunci: Good Governance, Desa Gelora ,Dana Desa, Transparansi, Pemerintah 

Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pe$me$rintahan me$nu$ru$t e$timologi (ke$bahasaan) be$rasal dari kata 

―pe$rintah‖, yang kita ke$tahu$i be$rarti su$atu$ individu$ yang me$miliki tu$gas 

se$bagai pe$mbe$ri pe$rintah. De$finisi dari pe$me$rintahan adalah su$atu$ le$mbaga 

yang te$rdiri dari se$ku$mpu$lan orang-orang yang me$ngatu$r su$atu$ ne$gara yang 

me$miliki cara dan siste$m yang be$rbe$da-be$da de$ngan tu$ju$an agar ne$gara 

te$rse$bu$t dapat te$rtata de$ngan baik, Me$nu$ru$t Pre$ssly S. Silas dan John E$. 

Stone$r Pe$me$rintahan adalah se$gala ke$giatan yang dilaku$kan ole$h badan 

pe$me$rintahan u$ntu$k me$ncapai tu$ju $an daripada ne$gara. De$finisi dari 

Pe$me$rintah adalah organisasi yang me$miliki ke$ku$asaan u$ntu$k me$mbu$at dan 

me$ne$rapkan hu$ku$m se$rta u$ndang-u$ndang di wilayah te$rte$ntu$.
1
  

Pe$me$rintah me$miliki pe$ran se$ntral dalam pe$mbu$atan dan imple$me$ntasi 

ke$bijakan pu $blik. Me$re$ka be$rtanggu$ng jawab u$ntu$k me$nyu$su$n ke$bijakan, 

me$ngambil ke$pu$tu$san, se$rta me$ngkoordinasikan pe$laksanaan program-

program yang be$rtu$ju$an me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat.
2
 Dalam 

konte$ks pe$me$rintahan de$sa, hal ini me$njadi sangat pe$nting, kare$na de$sa 

adalah u$nit te$rke$cil yang langsu$ng be$rinte$raksi de$ngan masyarakat. 

Pe$me$rintah de$sa me$miliki ke$we$nangan u$ntu$k me$ngatu$r dan me$laksanakan 

ke$bijakan yang re$le$van de$ngan ke$bu$tu$han lokal, se$rta me$ngawasi institu$si 

                                                           
1
  Junaedi Karso,Buku Ajarpemerintah Nasional ( Cv. Eureka Media, Purbalingga ,2016 ) 

Cet.Ke-1, h 112. 
2
 Arafat, Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik  ( PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 

Malang, 2023 ) Cet. Ke-1, h 05. 
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lain yang be$rope$rasi di wilayahnya. De$ngan de$mikian, e$fe$ktivitas 

pe$me$rintahan de$sa dalam me$njalankan tu$gasnya be$rkontribu$si langsu$ng 

te$rhadap ke$be$rhasilan pe$mbangu$nan dan stabilitas sosial dalam komu$nitas, 

me$nciptakan lingku$ngan yang le$bih se$jahte$ra bagi warganya. 

Se$be$lu $m dibe$rlaku$kannya U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014, te$lah 

ada be$be$rapa pe$ratu$ran se$be$lu$mnya, salah satu$nya adalah U$ndang-U$ndang 

Nomor 22 Tahu$n 1999 Te$ntang pe$me$rintahan Dae$rah.
3
 Dalam u$ndang-

u$ndang te$rse$bu$t, de$sa dide$finisikan se$bagai su$atu$ ke$satu$an masyarakat hu$ku$m 

yang me$miliki ke$we$nangan u$ntu$k me$ngatu$r se$rta me$nge$lola ke$pe$ntingan 

masyarakat se$te$mpat be$rdasarkan asal-u$su$l dan tradisi yang te$lah diaku$i ole$h 

siste$m pe$me$rintahan, baik di tingkat Pu$sat mau$pu$n Kabu$pate$n. Se$bagai u$nit 

te$rke$cil dalam siste$m pe$me$rintahan, de$sa me$miliki ke$de$katan yang e$rat 

de$ngan masyarakat. Namu$n, hingga kini, statu$s dan ke$du$du$kan hu$ku$m de$sa 

masih me$njadi pe$rde$batan di kalangan e$lit politik.  

Dalam konteks lokal Kabupaten Rokan Hilir, satuan pemerintahan di 

tingkat desa dikenal secara administratif sebagai kepenghuluan, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015 

tentang Perangkat Kepenghuluan dan diperkuat oleh Perda Nomor 3 Tahun 

2023 tentang Penyebutan Nama Desa Menjadi Kepenghuluan. Meskipun 

demikian, dalam skripsi ini penulis tetap menggunakan istilah desa secara 

konsisten. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara eksplisit 

                                                           
3
 Nyoman Gede Remaja, Hukum Administrasi Negara Buku Ajar 2017, (Singaraja, 2017), 

h.23. 
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menyebut bahwa 'desa' mencakup satuan pemerintahan lokal dengan 

penyebutan nama lain sesuai adat dan budaya masing-masing daerah. 

Penggunaan istilah desa dimaksudkan agar pembahasan tetap selaras dengan 

terminologi nasional yang berlaku dalam kajian akademik dan landasan 

hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. 

Be$rdasarkan Pasal 1 U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014, de$sa 

me$ncaku$p de$sa dan de$sa adat, atau$ se$bu$tan lain yang digu$nakan, yang 

se$lanju$tnya dise$bu$t se$bagai De$sa. De$sa me$ru$pakan su$atu$ ke$satu$an masyarakat 

hu$ku$m yang me$miliki batas wilayah se$rta ke$we$nangan u$ntu$k 

me$nye $le$nggarakan pe$me$rintahan dan me$ngu$ru$s ke$pe$ntingan masyarakat 

se$te$mpat. Ke$we$nangan te$rse$bu$t be$rlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak 

asal-u$su$l, se$rta hak tradisional yang diaku$i dan dihormati dalam siste$m 

pe$me$rintahan Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia.
4
 

 Pe$mbangu$nan de$sa me$ru$pakan bagian inte$gral dari pe$mbangu$nan 

nasional yang be$rtu$ju$an u$ntu$k me$ningkatkan ke$se$jahte$raan dan ku $alitas hidu$p 

masyarakat de$sa.
5
 Se$jak dibe$rlaku$kannya U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 

2014 te$ntang De$sa, paradigma pe$mbangu$nan de$sa me$ngalami pe$ru$bahan 

fu$ndame$ntal dimana de$sa dibe$rikan ke$we$nangan yang le$bih be$sar u$ntu$k 

me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s ke$pe$ntingan masyarakatnya se$ndiri, te$rmasu$k dalam 

hal pe$nge$lolaan ke$u$angan dan ase$t de$sa.
6
 Pe$nge$lolaan ke$u$angan me$ru$pakan 

su$bsiste$m dari siste$m pe$nge$lolaan ke$u $angan ne$gara dan me$ru$pakan e$le$me$n 

                                                           
4
 Indonesia, Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014  Pasal 1. 

5
 Tinneke Meiske Tumbel, “Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan 

Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan),‖ Vol 1 No.2.  
6
 Betha Rahmasari, ―Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang No6 Tahun 2014 Tentang Desa,‖ Vol.1 No. 2 (2020).  
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pokok dalam pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan dae$rah.
7
 

 U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 tidak hanya me$mbe$rikan 

ke$we$nangan administratif dan fiskal ke$pada de$sa, te$tapi ju$ga me$mu$at prinsip-

prinsip pe$nye $le$nggaraan pe$me$rintahan de$sa yang sangat se$laras de$ngan 

prinsip-prinsip Good Gove$rnance$. Hal ini tampak je$las dalam Pasal 24, yang 

me$nyatakan bahwa pe$nye $le$nggaraan pe$me$rintahan de$sa haru$s be$rdasarkan 

asas ke$pastian hu$ku$m, ke$te$rbu$kaan, aku $ntabilitas, partisipatif, profe$sionalitas, 

e$fe$ktivitas, e$fisie$nsi, dan lain-lain. De$ngan de$mikian, u$ndang-u$ndang ini 

se$cara e$ksplisit me$nu$ntu$t pe$ne$rapan prinsip Good Gove$rnance$ se$bagai dasar 

dalam pe$nge$lolaan pe$me$rintahan de$sa, te$rmasu$k dalam pe$nggu $naan Dana 

De$sa. Dalam konteks ini, penting untuk memperjelas bahwa teori utama 

dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good Governance menurut 

UNDP, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Keenam prinsip ini dijadikan 

sebagai indikator operasional dalam menilai tata kelola Dana Desa di Desa 

Gelora. Sementara itu, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

digunakan sebagai dasar hukum (das sollen) yang memberikan legitimasi 

normatif terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini 

mengintegrasikan pendekatan teoritis dan yuridis untuk melihat kesenjangan 

antara idealitas dan kenyataan pelaksanaan di lapangan (das sein). 

Salah satu$ aspe$k pe$nting dalam imple$ntasi U$ndang-u$ndang De$sa adalah 

adanya Dana De$sa yang be$rsu$mbe$r dari Anggaran Pe$ndapatan dan Be$lanja 

                                                           
7
 Kemenkeu RI, “Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah ‘Belanja 

Daerah,’” Kementerian Keuangan  Vol 51, no. 1 (2018 ) h.27. 
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Ne$gara (APBN), Anggaran Pe$ndapatan dan Be$lanja Dae$rah (APBD). Dana 

De$sa me$ru$pakan wu$ju$d pe$ngaku$an ne$gara te$rhadap hak asal-u$su$l de$sa dan 

ke$we$nangan lokal be$rskala de$sa. Ke$bijakan ini me$mbe$rikan pe$lu$ang be$sar 

bagi de$sa u$ntu$k me$nge$lola pe$mbangu$nan, pe$me$rintahan, se$rta pe$mbe$rdayaan 

masyarakat de$sa se$cara mandiri.
8
 Se$bagai ke$satu$an masyarakat yang otonom 

de$sa me$miliki su$mbe$r-su$mbe$r ke$kayaan dan pe$ndapatan se$ndiri.
9
 

De$sa dibe$rikan hak te$rhadap ke$we$nangan dan su$mbe$r daya ke$u$angan 

yang se$su$ai atau$ me$madai agar dapat me$nge$lola pote$nsinya u$ntu$k 

me$ningkatkan pe$re$konomian dan ke$se$jahte$raan rakyat. Se$tiap tahu$n, 

pe$me$rintah pu$sat me$nyisihkan dana de$sa yang cu$ku$p be$sar u$ntu $k dibagikan 

ke$pada de$sa.
10

 Tahu$n 2020, alokasi Dana De$sa  Rp. 571.826.002. Tahu$n 

2021, me$skipu$n te$rjadi pe$nye $su$aian akibat pande$mi COVID-19, Dana De$sa 

te$tap dialokasikan se$be$sar Rp.554,123.214 Ju$ta u$ntu$k me$ndu$ku$ng pe$mu$lihan 

e$konomi.
11

 Se$lanju$tnya, pada tahu$n 2022 alokasi Dana De$sa ke$ De$sa Ge$lora 

me$njadi Rp.544.123.214 Ju$ta.
12

 Pada tahu$n 2023, alokasi Dana De$sa 

dianggarkan se$be$sar Rp.521.562.189 Ju$ta dan pada Tahu$n 2024 De$sa Ge$lora 

Alokasi Dana De$sa me$ncapai Rp.524.562.489 Ju$ta.  

 

 

                                                           
8
 Benderbagus Oktafian Abrianto et.,al., 'Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

Desa Berdasarkan Prinsip  Fair And Justice" Vol. 1, No. 1, (2023 )  h.133. 
9
 Mashuri Maschab, Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia, Politik Pemerintahan Desa 

Di Indonesia,(Yogyakarta PolGov,2013) Cet.Ke-1 h.146. 
10

 , Moh Andri Simbala, et.al,.   "Wewenang Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa 

Di Desa Motabang Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" Vol.14_No. 02_(2024) . 
11

 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2021 . 
12

  Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 . 
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        Tabel 1.1 

Data Alokasi Dana Desa Gelora Kec. Bagan Sinembah 

Kab.Rokan Hilir 

No. Tahun Alokasi dana desa gelora 

1.  2020 Rp. 571.826.002 

2.  2021 Rp.554,123.214 

3.  2022 Rp.544.123.214 

4.  2023 Rp.521.562.189 

5.  2024 Rp.524.562.489 

  

 Namu$n, dalam praktiknya, pe$nge$lolaan Dana De$sa di lapangan se$ring 

kali dihadapkan pada be$rbagai tantangan. Fe$nome$na nyata di De$sa Ge$lora 

me$nu$nju$kkan bahwa banyak masyarakat tidak me$ndapatkan informasi yang 

cu$ku$p me$nge$nai proye$k-proye$k yang dibiayai ole$h Dana De$sa, yang 

me$ngakibatkan ku$rangnya ke$pe$rcayaan te$rhadap pe$me$rintah de$sa. Misalnya, 

be$be$rapa warga de$sa me$laporkan bahwa me$re$ka tidak me$nge$tahu$i de$tail 

pe$nggu$naan Dana De$sa u$ntu$k pe$mbangu$nan infrastru$ktu$r, se$pe$rti jalan dan 

je$mbatan, yang se$haru$snya me$mbe$rikan manfaat langsu$ng bagi me$re$ka. 

Se$lain itu$, masyarakat ju$ga me$nge$lu$hkan ku$rangnya sosialisasi me$nge$nai 

re$ncana pe$mbangu$nan yang akan dilaku$kan, se$hingga me$re$ka me$rasa 

te$rpinggirkan dalam prose$s pe$ngambilan ke$pu$tu$san. Hal ini me$nye$babkan 

ke$tidakpu$asan di kalangan warga dan me$ngu$rangi partisipasi me$re$ka dalam 

program-program de$sa. 

Dalam pe$mbagian Dana De$sa, 30% dari ju$mlah Dana De$sa yang 

dite$rima de$sa digu$nakan u$ntu$k ope$rasional Pe$me$rintah De$sa dan Badan 

Pe$rmu$syawaratan De$sa (BPD), se$me$ntara 70% digu$nakan u$ntu $k ke$giatan 
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pe$mbe$rdayaan masyarakat. Ke$bijakan ini me$mbe$rikan pe$lu$ang be$sar bagi 

de$sa u$ntu$k me$nge$lola pe$mbangu$nan, pe$me$rintahan, se$rta pe$mbe$rdayaan 

masyarakat de$sa se$cara mandiri.
13

 Dana de$sa filosofinya adalah 

me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat de$sa dan ada nya pe$me$rataan dalam 

pe$mbangu$nan yang dilaksanakan di de$sa de$ngan pe$layanan ke$pada pu$blik 

yang me$ningkat, pe$re$konomian de$sa yang maju$, me$ngu$rangi ke$se$njangan 

pe$mbangu$nan antarde$sa, se$rta me$mpe$rku$at masyarakat de$sa tidak hanya 

se$bagai obje$k tapi be$rtindak se$bagai su$bje$k dalam pe$mbangu$nan.14 

  Pe$nge$lolaan Dana De$sa yang baik me$me$rlu$kan pe$ne$rapan prinsip-

prinsip good gove$rnance$ u$ntu$k me$mastikan bahwa pe$nggu$naan dana te$rse$bu$t 

dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan dan me$mbe$rikan manfaat optimal bagi 

masyarakat de$sa.
15

  asas pe$rtanggu$ngjawaban adalah asas yang me$ne$ntu$kan 

bahwa se$tiap ke$giatan dan hasil akhir ke$giatan pe$nye $le$nggaraan de$sa haru$s 

dapat dipe$rtanggu$ngjawabkan ke$pada masyarakat de$sa.
16

  Pasal 24 U$ndang-

U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 me$nye$bu $tkan: Pe$nye$le$nggaraan Pe$me$rintahan 

De$sa be$rasaskan 

a. Ke$pastian Hu$ku$m; 

b. te$rtib pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan; 

c. te$rtib ke$pe$ntingan u$mu$m; 

                                                           
13

 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-

pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html Diakses pada 11 Maret  
14

 Anik Yuesti, Akuntansi Dana Desa" (Denpasar,Zifatama Jawara, 2023 ) Cet.Ke-1, h.4 . 
15

  Reydonnyzar Moenek, Et.Al.,. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah( 

Bandung,PT.Remaja Rosdakarya, 2019 ) Cet.Ke-1, h.35. 
16

 Arlan Siddha, et.al., Desa Kuat Negara Berdaulat, ( Yogyakarta, IPD& Badan Pengkaji 

MPR, 2019 ) Cet.Ke-1, h.28. 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html
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d. ke$te$rbu$kaan; 

e. proporsionalitas; 

f. profe$sionalitas; 

g. aku$ntabilitas; 

h. e$fe$ktivitas dan e$fisie$nsi; 

i. ke$arifan lokal; 

j. ke$be$ragaman; dan 

k. partisipatif. 

Pe$nge$lolaan Dana De$sa yang baik haru$s dilandasi prinsip-prinsip  Good 

gove$rnance$ me$ncaku$p prinsip-prinsip transparansi, aku$ntabilitas, partisipasi 

masyarakat, e$fe$ktivitas dan e$fisie$nsi, se$rta su$pre$masi hu$ku$m dalam 

pe$nye $le$nggaraan pe$me$rintahan de$sa.
17

 Hal ini se$jalan de$ngan Pasal 26 ayat 

(4) yang me$nye $bu$tkan: 

"Dalam me$laksanakan tu$gas, Ke$pala De$sa be$rke$wajiban me$ne$rapkan prinsip 

tata pe$me$rintahan yang aku$ntabe$l, transparan, profe$sional, e$fe$ktif dan 

e$fisie$n, be$rsih, se$rta be$bas dari kolu$si, koru$psi dan ne$potisme$." 

  Transparansi dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa me$njadi aspe$k kru$sial 

me$ngingat be$sarnya dana yang dike$lola dan tingginya e$kspe$ktasi masyarakat 

te$rhadap pe$mbangu$nan de$sa. Pe$me$rintah De$sa Ge$lora ditu$ntu$t u$ntu$k mampu$ 

me$nye $diakan informasi yang aku$rat dan mu$dah diakse$s ole$h masyarakat 

te$rkait pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan pe$rtanggu$ngjawaban pe$nggu$naan Dana 

                                                           
17

   Junaedi Karso, Buku Ajar, Good Governance, ( Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 

2022 ) Cet.Ke- 1 h.18. 
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De$sa.
18

 

 Aku$ntabilitas se$bagai prinsip ke$du$a dalam good gove$rnance$ 

me$ngharu$skan pe$me$rintah de$sa u$ntu $k me$mpe$rtanggu$ngjawabkan se$tiap 

ke$pu$tu$san dan tindakan dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa. Hal ini me$ncaku$p 

ke$wajiban u $ntu$k me$nyu$su$n laporan pe$rtanggu$ngjawaban yang kompre$he$nsif 

dan dapat dive$rifikasi ke$be$narannya ole$h be$rbagai pe$mangku$ ke$pe$ntingan.
19

 

Aku$ntabilitas adalah ke$mampu$an me$mbe$ri jawaban ke$pada otoritas yang 

le$bih tinggi atas tindakan se$se$orang/se$ke$lompok orang te$rhadap masyarakat 

lu$as dalam su$atu$ organisasi.
20

 

 Partisipasi masyarakat me$ru$pakan e$le$me$n pe$nting lainnya dalam 

me$wu$ju$dkan good gove$rnance$ di tingkat de$sa. Ke$te$rlibatan aktif masyarakat 

dalam pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan pe$ngawasan pe$nggu$naan Dana De$sa 

dapat me$ningkatkan e$fe$ktivitas program pe$mbangu$nan dan me$mpe$rku$at rasa 

ke$pe$milikan masyarakat te$rhadap hasil-hasil pe$mbangu$nan.
21

 Partisipasi 

masyarakat tidak hanya se$ke$dar me$mbe$rikan informasi ke$pada masyarakat. 

Ada inte$raksi antara organisasi pe$mbu$at ke$pu$tu$san dan orang-orang yang 

ingin be$rpartisipasi.
22

 

 E$fe$ktivitas dan e$fisie$nsi dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa me$njadi 

tantangan te$rse$ndiri me$ngingat te$rbatasnya su$mbe$r daya yang dimiliki ole$h 

                                                           
18

 Ibid .,h.24. 
19

 Ibid.,h.25. 
20

 Muhammad Sawir, Akuntabilitas Organisasi Publik.( Yogyakarta, Cv.Budi 

Utama.2022) Cet.Ke-1.h 04. 
21

 Heru Cahyono and Kurniasih Mufidayati, ―Partisipasi Masyarakat Dalam 

Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor,‖ Indonesian 

Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Vol. 6, no. 2 

(2021).  
22

 Khaerul Umam Noer, Partisipasi Publik : Model, Pendekatan, Dan Praksis ( Jakarta, 

Perwatt,2022 ) Cet.Ke-1, h 07. 
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pe$me$rintah de$sa.
23

  

  Su$pre$masi hu$ku$m dalam konte$ks pe$nge$lolaan Dana De$sa 

me$ngharu$skan adanya ke$patu$han te$rhadap be$rbagai re$gu$lasi yang be$rlaku$, 

mu$lai dari U$U$ De$sa hingga pe$ratu$ran te$knis di tingkat dae$rah.
24

 Hal ini 

pe$nting u$ntu $k me$nce$gah pe$nyalahgu$naan we$we$nang dan me$mastikan bahwa 

pe$nge$lolaan Dana De$sa se$jalan de$ngan tu$ju$an yang te$lah dite$tapkan. 

  Dalam praktiknya, pe$ne$rapan prinsip-prinsip good gove$rnance$ dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa di De$sa Ge$lora me$nghadapi be$rbagai ke$ndala dan 

tantangan. Ke$te$rbatasan kapasitas aparatu$r de$sa dalam me$mahami dan 

me$ngimple$me$ntasikan re$gu$lasi yang komple$ks se$ringkali me$njadi hambatan 

dalam me$wu $ju$dkan tata ke$lola yang baik.
25

 

 Se$lain itu$, dinamika sosial politik di tingkat de$sa ju$ga dapat 

me$mpe$ngaru $hi e$fe$ktivitas pe$ne$rapan prinsip-prinsip good gove$rnance$.
26

 

Ke$pe$ntingan-ke$pe$ntingan yang be$rbe$da antara be$rbagai ke$lompok 

masyarakat pe$rlu$ dike$lola de$ngan baik agar tidak me$nghambat prose$s 

pe$mbangu$nan de$sa.  

  Fe$nome$na yang te$rjadi di be$rbagai dae$rah me$nu$nju$kkan bahwa masih 

te$rdapat be$rbagai pe$rmasalahan dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa, mu$lai dari 

adanya ke$te$rlambatan dalam pe$ncairan anggaran, ke$tidakse$su $aian antara 

                                                           
23

 Cahyono and Mufidayati "Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa 

dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022" Vol. 5, 

No. 11, November 2024. 
24

 Bambang Marin Baru Harianto, Mudji Rahardjo, Pengelolaan Dana Desa Dan Tindak 

Pidana Korupsi (Surabaya, Ud. Dalle Nurul Utama, 2022 ) Cet.Ke-1, h.35. 
25

Loktavia Rosanjaya and Binti Azizatun Nafi‘ah, ―Kualitas Pelayanan Publik Pada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tanjung Perak,‖ PUBLIKA : Jurnal Ilmu 

Administrasi Publik Vol 9, no. 2 (2023): 125–36.  
26

 Averina and Widagda. "Tata Kelola Pemerintahan Indonesia":Jurnal Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik "(Juispol) Vol 4 No 1 Juni (2024) .  
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re$ncana ke$rja de$ngan re$alisasi pe$nggu $naan Dana De$sa dalam pe$mbangu$nan 

De$sa, se$rta  le$mahnya siste$m pe$ngawasan.
27

 Hal ini me$njadikan kajian 

te$ntang pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa 

me$njadi sangat re$le$van dan pe$nting. 

  Be$rdasarkan u$raian di atas, pe$nu$lis te$rtarik u$ntu$k me$laku$kan pe$ne$litian 

de$ngan ju$du $l "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan 

Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 oleh 

Pemerintah Desa Gelora Kecamatan Bagan Sibembah Kabupaten Rokan 

Hilir ". Pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribu$si positif bagi 

pe$nge$mbangan ilmu$ pe$nge$tahu$an di bidang pe$me$rintahan de$sa dan 

me$mbe$rikan re$kome$ndasi praktis bagi pe$rbaikan tata ke$lola Dana De$sa. 

 Oleh karena itu, untuk menjembatani antara kerangka hukum (Pasal 24 

UU No. 6 Tahun 2014) dan pendekatan ilmiah, maka penelitian ini 

menggunakan prinsip-prinsip Good Governance dari UNDP sebagai teori 

utama. Keenam prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 

efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, menjadi indikator untuk 

mengkaji kondisi tata kelola Dana Desa secara empiris di Desa Gelora.Stu$di 

ini akan me$ngkaji se$cara kompre$he$nsif Pe$ne$rapan prinsip-prinsip good 

gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa, me$ngide$ntifikasi faktor-faktor 

Pe$nghambat pe$ne$rapannya. Hasil pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$njadi 

re$fe$re$nsi bagi pe$me$rintah de$sa lainnya dalam me$ningkatkan ku$alitas 

                                                           
27

 Amanda Yulia Damayanti, et al., ―Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa 

Ditinjau  Dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, 

Serta  Pertanggungjawaban,‖ Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Vol.1, no. 3 

(2023): 132–41. 
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pe$nge$lolaan Dana De$sa. Pe$ne$rapan prinsip-prinsip good gove$rnance$ yang 

e$fe$ktif dapat me$ndorong te$rciptanya pe$layanan pu$blik yang le$bih baik dan 

me$ningkatkan ke$pe$rcayaan masyarakat te$rhadap pe$me$rintah de$sa.
28

 

Pe$ne$rapan prinsip-prinsip good gove$rnance$ dapat me$mbantu$ me$wu$ju$dkan 

pe$mbangu$nan de$sa yang le$bih kompre$he$nsif dan be$rke$lanju$tan. U$ntu$k itu$ ini 

me$ru$pakan tu$gas pe$me$rintah dan pe$me$rintah dae$rah u$ntu$k dapat de$ngan 

ce$pat me$me$ratakan pe$mbangu$nan se$cara be$rke$adilan, dan pe$mbangu$nan yang 

dapat me$nye$ntu$h ke$bu$tu$han dasar masyarakat.
29

 

 Se$bagai tambahan, Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 43 Tahu$n 2014 

me$ngatu$r  Te$ntang pe$laksanaan U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu $n 2014 ini, 

me$nje$laskan ke$we$nangan de$sa, pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa, dan pe$ntingnya 

transparansi, aku$ntabilitas, se$rta partisipasi masyarakat dalam pe$nge$lolaan 

Dana De$sa, yang sangat re$le$van dalam konte$ks pe$ne$litian ini. 

B. Batasan Masalah 

 Penelitian ini berfokus pada pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan menekankan 

penerapan prinsip good governance. Dalam penelitian ini, penulis membatasi 

ruang lingkup pembahasan pada penerapan prinsip-prinsip Good Governance 

sebagaimana dirumuskan oleh UNDP, yaitu: transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Penelitian 

ini tidak membahas seluruh asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

                                                           
28

  Sarkawi,,Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan ( Mataram,  Mataram University 

Press ) Cet.Ke- 1, h.35-36. 
29

  Elsye, Rosmery  Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah ( Sumedang 

,Alqaprint Jatinangor 2020 )Cet.Ke-1, h.20. 
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tertuang dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014, tetapi hanya menggunakan 

pasal tersebut sebagai dasar hukum untuk memperkuat konteks yuridis 

penelitian. 

 Kajian dilaku$kan u$ntu$k pe$riode$ 3 tahu$n  (2023-2025) gu$na me$mbe$rikan 

gambaran me$ndalam te$ntang e$fe$ktivitas pe$nge$lolaan Dana De$sa dan 

kontribu$sinya te$rhadap pe$mbangu$nan se$rta ke$se$jahte$raan masyarakat de$sa. 

C. Rumusan Masalah 

 Dari u $raian di atas, pe$nu$lis me$ru$mu$skan pe$rmasalahan yang dibahas 

dalam pe$ne$litian ini adalah se$bagai be$riku$t:  

1. Bagaimana pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana 

De$sa Be$rdasarkan U$ndang-u$ndang Nomor 06 Tahu$n 2014 ole$h Pe$me$rintah 

De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan Sine$mbah Kabu$pate$n Rokan Hilir ? 

2. Apa saja faktor pe$nghambat dalam pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ 

dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa Be$rdasarkan U$ndang-u$ndang Nomor 06 

Tahu$n 2014  ole$h Pe$me$rintah De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan Sine$mbah 

Kabu$pate$n Rokan Hilir? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Dari latar be$lakang di atas, maka pe$ne$litian ini me$mpu$nyai tu$ju$an se$bagai 

be$riku$t: 

a. Me$nge$tahu$i Pe$ne$rapan Prinsip Good Gove$rnance$ dite$rapkan dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa Be$rdasarkan U$ndang-u$ndang Nomor 06 Tahu$m 

2014 ole$h Pe$me$rintah De$sa di De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan 
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Sine$mbah, Kabu$pate$n Rokan Hilir. 

b. Me$nge$tahu$i Faktor Pe$nghambat yang me$nghambat pe$ne$rapan prinsip 

good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa Be$rdasarkan U$ndang-

u$ndang Nomor 06 Tahu$m 2014 Ole$h Pe$me$rintah De$sa Ge$lora, 

Ke$camatan Bagan Sine$mbah, Kabu$pate$n Rokan Hilir. 

2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari pe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbe$rikan kontribu$si 

dalam be$rbagai aspe$k se$bagai be$riku $t: 

a. Manfaat Te$oritis : Pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan kontribu$si pada 

pe$nge$mbangan te$ori good gove$rnance$ dalam konte$ks pe$nge$lolaan dana 

de$sa ole$h Pe$me$rintah De$sa di De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan 

Sine$mbah. 

b.  Manfaat Praktis : Hasil pe$ne$litian dapat me$mbe$rikan informasi dan 

re$kome$ndasi praktis bagi pe$me$rintah de$sa dan pe$mangku$ ke$pe$ntingan 

lainnya dalam me$ningkatkan pe$nge$lolaan Dana De$sa se$cara e$fe$ktif dan 

transparan. 

c. Manfaat Akade$mis, Pe$ne$litian ini dapat me$njadi re$fe$re$nsi bagi pe$ne$liti 

se$lanju $tnya yang me$mbahas topik se$ru$pa me$nge$nai pe$ne$rapan prinsip 

good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa di tingkat de$sa. Se$rta 

me$mpe $rkaya pu$staka yang ada di bidang pe$me$rintahan de$sa dan pe$nge$lolaan 

ke$u$angan pu$blik.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

 Ke$rangka te$oritis ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mbe$rikan landasan konse$ptu$al 

yang me$ndasari pe$ne$litian te$ntang pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa. Ke$rangka ini me$nghu$bu$ngkan be$rbagai konse$p dan 

te$ori yang re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian, se$rta me$nje$laskan hu$bu$ngan 

antara variabe$l-variabe$l yang te$rlibat. 

1.  Pengertian Good Governance  

 Se$cara Filosofis, good gove$rnance$ dimaknai se$bagai tindakan atau$ 

tingkah laku$ yang didasarkan pada nilai-nilai yang be$rsifat me$ngarahkan, 

me$nge$ndalikan, atau$ me$mpe$ngaru$hi masyarakat u$ntu$k me$wu$ju$dkan nilai-

nilai dalam tindakan dan ke$hidu$pan se$hari-hari.
30

 

 Good Gove$rnance$ adalah se$bu$ah konse$p yang be$rasal dari ke$bu$tu$han 

u$ntu$k me$mu$ncu$lkan tata ke$lola yang le$bih baik dan e$fe$ktif dalam 

me$nge$lola su$atu$ organisasi atau$ pe$me$rintahan. Konse$p ini mu $ncu$l kare$na 

adanya tu$ntu$tan masyarakat yang se$makin komple$ks se$rta se$makin 

me$ningkatnya ambisi u$ntu$k me$ncapai ke$se$jahte$raan le$bih optimal
31

 

Gove$rnance$ diartikan se$bagai ku$alitas hu$bu$ngan antara pe$me$rintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindu$nginya, Gove$rnance$ me$ncaku$p 3 

                                                           
30

 Bambang Martin Baru, et.al., Membangun Pemerintahan Yang Bersih  ( Surabaya, 

Jenggala Pustaka Utama, 2021 ) Cet.Ke-1, h.12. 
31

 Manotar Tampubolon, et, al.,Konsep Good Governance : Birokrasi & Good 

Governance ( Sumatera Barat, Pt.Global Eksekutig Teknologi, 2023) Cet.Ke-1, h.26. 
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(tiga) domain yaitu$ state$ (ne$gara/pe$me$rintahan), private$ se$ctors (se$ktor 

swasta/du$nia u$saha), dan socie$ty (masyarakat). Ole$h se$bab itu$, Good 

Gove$rnance$ se$ktor pu$blik diartikan se$bagai su$atu$ prose$s tata ke$lola 

pe$me$rintahan yang baik, de$ngan me$libatkan stake$holde$rs, te$rhadap 

be$rbagai ke$giatan pe$re$konomian, sosial politik dan pe$manfaatan be$ragam 

su$mbe$r daya se$pe$rti su$mbe$r daya alam, ke$u$angan, dan manu$sia bagi 

ke$pe$ntingan rakyat yang dilaksanakan de$ngan me$nganu$t asas : ke$adilan, 

pe$me$rataan, pe$rsamaan, e$fisie$nsi, transparansi dan aku$ntabilitas.
32

 

 U$nite$d Nations De$ve$lopme$nt Program (U$NDP) dalam doku$me$n 

ke$bijakannya yang be$rju$du$l ―Gove$rnance$ for Su$stainable$ Hu$man 

De$ve$lopme$nt‖ (1997), me$nde$finisikan ke$pe$me$rintahan (gove$rnance$) 

se$bagai be$riku$t : ―Gove$rnance$ is the$ e$xe$rcise$ of e$conomic, political, and 

administrative$ au$thory to manage$ a cou$ntry’s affairs at all le$ve$ls a me$ans 

be$ing of the$ir popu$lation‖ (Ke$pe$me$rintahan adalah pe$laksanaan 

ke$we$nangan/ke$ku$asaan di bidang e$konomi, politik, dan administratif 

u$ntu$k me$nge$lola be$rbagai u$ru$san ne$gara pada se$tiap tingkatannya dan 

me$ru$pakan instru$me$nt ke$bijakan ne$gara u$ntu$k me$ndorong te$rciptanya 

kondisi ke$se$jahte$raan inte$gritas, dan kohe$sivitas sosial dalam 

masyarakat).
33

 

 Be$be$rapa prinsip good gove$rnance$ yang re$le$van dalam pe$nge$lolaan 

Dana De$sa antara lain: 

                                                           
32

     Suhardiman et. al., Birokrasi Dan Public Governance (Samarinda, Tahta Media, 

2023). Cet Ke-1, h 121 . 
33
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1.  Aku$ntabilitas (Pe$rtanggu$nggu$gatan) :  

Aku$ntabilitas me$ru$ju$k pada pe$nge$mbangan rasa tanggu$ng jawab 

pu$blik bagi pe$ngambil ke$pu$tu$san di pe$me$rintahan, se$ktor privat dan 

organisasi ke$masyarakatan se$bagaimana halnya ke$pada pe$milik 

(stake$holde$r). Khu$su$s dalam birokrasi, aku$ntabilitas me$ru$pakan u$paya 

me$nciptakan siste$m pe$mantau $an dan me$ngontrol kine$rja ku$alitas, 

e$fisie$nsi, dana pe$ru$sakan su$mbe$r daya, se$rta transparansi manaje$me$n 

ke$u$angan, pe$ngadaan, aku$nting, dan dari pe$ngu$mpu$lan su$mbe$r daya.
34

 

Hal ini me$ncaku$p ke$wajiban u$ntu$k me$nyu$su$n laporan 

pe$rtanggu$ngjawaban yang kompre$he$nsif dan dapat dive$rifikasi 

ke$be$narannya ole$h be$rbagai pe$mangku$ ke$pe$ntingan 

2. Transparansi (ke$te$rbu$kaan) dapat dilihat 3 aspe$k:  

(1) Adanya ke$bijakan te$rbu$ka te$rhadap pe$ngawasan, (2) Adanya akse$s 

informasi se$hingga masyarakat dapat me$njangkau$ se$tiap se$gi 

ke$bijakan pe$me$rintah, (3) Be$rlaku$nya prinsip che$ck and balance$ 

antarle$mbaga Birokrasi Dan Pu $blic Gove$rnance$ .Tu$ju$an transparansi 

me$mbangu$n rasa saling pe$rcaya antara pe$me$rintah de$ngan pu$blik di 

mana pe$me$rintah haru$s me$mbe$ri informasi aku$rat bagi pu$blik yang 

me$mbu$tu$hkan.
35

 

3. Partisipasi Masyarakat 

dalam pe$ngambilan ke$bijakan atau$ formu$lasi re$ncana yang dibu$at 

pe$me$rintah, ju$ga dilihat pada ke$te$rlibatan masyarakat dalam 
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35
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imple$me$ntasi be$rbagai ke$bijakan dan re$ncana pe$me$rintah, te$rmasu$k 

pe$ngawasan dan e$valu$asi. Ke$te$rlibatan dimaksu$d bu$kan dalam prinsip 

te$rwakilinya aspirasi masyarakat me$lalu$i wakil di DPR me$lainkan 

ke$te$rlibatan se$cara langsu$ng. Partisipasi dalam arti me$ndorong se$mu$a 

warga ne$gara me$nggu$nakan haknya me$nyampaikan se$cara langsu$ng 

atau$ tidak, u$su$lan dan pe$ndapat dalam prose$s pe$ngambilan 

ke$pu $tu$san.
36

 

4. E$fe$ktivitas dan E$fisie$nsi 

E$fe$ktivitas dana de$sa me$ru$ju$k pada se$jau$h mana pe$nggu$naan dana 

me$ncapai tu$ju$an dan sasaran yang dite$tapkan. E$fisie$nsi be$rkaitan 

de$ngan pe$nggu$naan su$mbe$r daya u$ntu$k me$ncapai hasil maksimal 

de$ngan biaya minimal. Ke$du$anya pe$nting u$ntu$k me$mastikan bahwa 

program-program de$sa be$rjalan se$su$ai re$ncana dan dana digu$nakan 

se$cara optimal. 

5. Su$pre$masi Hu$ku$m  

Su$pre$masi hu$ku$m be$rarti bahwa se$mu$a tindakan pe$me$rintah dan 

masyarakat haru$s se$su$ai de$ngan hu$ku$m yang be$rlaku$. Ini me$njamin 

ke$adilan dan ke$pastian hu$ku$m, se$rta me$lindu$ngi hak-hak warga 

ne$gara. Dalam pe$nge$lolaan dana de$sa, su$pre$masi hu$ku$m me$mastikan 

bahwa se$mu$a prose$s dan ke$pu $tu$san diambil be$rdasarkan pe$ratu$ran 

yang ada, se$hingga me$nghindari pe$nyalahgu$naan ke$ku$asaan. 
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2. Tinjauan Tentang Dana Desa 

Dana De$sa me$ru$pakan alokasi dana yang dibe$rikan ole$h 

pe$me$rintah pu$sat ke$pada de$sa u $ntu$k me$ndu$ku$ng pe$mbangu$nan dan 

pe$mbe$rdayaan masyarakat. Be$rdasarkan U$ndang-U$ndang No. 6 Tahu$n 

2014, Dana De$sa me$mbe$rikan de$sa ke$we$nangan dalam me$ngatu$r dan 

me$nge$lola ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat.
37

 Dana De$sa adalah dana 

yang be$rasal dari Anggaran Pe$ndapatan dan Be$lanja Ne$gara (APBN) yang 

dipe$ru$ntu $kkan bagi de$sa dan ditransfe$r me$lalu$i Anggaran Pe$ndapatan dan 

Be$lanja Dae$rah (APBD) kabu $pate$n/kota. Pe$nggu$naan dana ini 

diprioritaskan u$ntu$k pe$laksanaan pe$mbangu$nan infrastru $ktu$r se$rta 

pe$mbe$rdayaan masyarakat de$sa. De$ngan de$mikian, dana de$sa diharapkan 

dapat me$ndorong pe$ningkatan ku$alitas hidu$p masyarakat dan me$ndu$ku$ng 

pe$rke$mbangan e$konomi di tingkat de$sa.
38

 

Dana De$sa me$miliki be$be$rapa tu$ju$an u$tama yang sangat pe$nting 

u$ntu$k pe$mbangu$nan de$sa. Pe$rtama, dana ini be$rtu$ju$an u$ntu$k 

me$ningkatkan pe$layanan pu$blik di de$sa, se$hingga masyarakat dapat 

me$nikmati akse$s yang le$bih baik te$rhadap be$rbagai layanan. Se$lain itu$, 

Dana De$sa ju$ga ditu$ju$kan u$ntu$k me$nge$ntaskan ke$miskinan dan 

me$maju$kan pe$re$konomian de$sa, yang me$ru$pakan langkah kru$sial dalam 

me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat. Se$lain itu$, Dana De$sa be$rfu$ngsi 

u$ntu$k me$ngatasi ke$se$njangan pe$mbangu$nan antarde$sa, se$hingga se$mu$a 

                                                           
37
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38

 Kementrian Keuangan . Buku Pintar Dana Desa  Dana Desa Untuk Kesejahteraan 

Rakyat ( Jakarta, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,2019 ) Cet Ke-2, h.13. 
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de$sa dapat be$rke$mbang se$cara me$rata. Te$rakhir, Dana De$sa be$rtu$ju$an 

u$ntu$k me$mpe$rku$at masyarakat de$sa se$bagai su$bje$k dalam pe$mbangu$nan, 

me$mbe$rikan me$re$ka pe$ran aktif dalam prose$s te$rse$bu$t. Landasan hu$ku$m 

u$ntu$k pe$ne$rapan Dana De$sa ini diatu$r dalam U$ndang-U$ndang Nomor 6 

Tahu$n 2014 te$ntang De$sa, yang me$mbe$rikan dasar yang je$las u$ntu$k 

pe$nge$lolaan dan pe$nggu$naan dana te$rse$bu$t.
39

  

Su $mbe$r pe$ndapatan de$sa te$rdiri dari be$be$rapa kompone$n pe$nting. 

Pe$rtama, ada Pe$ndapatan Asli De$sa yang dihasilkan dari ke$giatan 

e$konomi de$sa. Se$lain itu$, Dana De$sa yang be$rsu$mbe$r dari APBN ju$ga 

me$mbe$rikan kontribu$si signifikan. De$sa ju$ga me$ne$rima bagian dari hasil 

Pajak Dae$rah dan Re$tribu$si Dae$rah (PDRD) yang dike$lola ole$h 

pe$me$rintah kabu$pate$n/kota. Alokasi Dana De$sa dari kabu$pate$n/kota dan 

bantu$an ke$u$angan dari APBD Provinsi se$rta APBD kabu$pate$n/kota tu$ru$t 

me$ndu$ku $ng ke$u$angan de$sa. Se$lain itu$, hibah dan su$mbangan dari pihak 

ke$tiga se$rta su$mbe$r lain yang sah ju$ga me$njadi bagian dari pe$ndapatan 

de$sa. De$ngan be$rbagai su$mbe$r ini, de$sa diharapkan dapat me$nge$lola dana 

se$cara optimal u$ntu$k ke$pe$ntingan pe$mbangu$nan dan ke$se$jahte$raan 

masyarakat. 

Data me$nu$nju$kkan bahwa alokasi Dana De$sa Tahu$n 2020,  Rp. 

571.826.002. Tahu$n 2021, me$skipu $n te$rjadi pe$nye$su$aian akibat pande$mi 

COVID-19, Dana De$sa te$tap dialokasikan se$be$sar Rp.554,123.214 Ju$ta u$ntu$k 

me$ndu$ku$ng pe$mu$lihan e$konomi. Se$lanju$tnya, pada tahu$n 2022 alokasi Dana 
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De$sa ke$ De$sa Ge$lora me$njadi Rp.544.123.214 Ju$ta,  Pada tahu$n 2023, alokasi 

Dana De$sa dianggarkan se$be$sar Rp.521.562.189 Ju$ta dan pada Tahu$n 2024 De$sa 

Ge$lora Alokasi Dana De$sa me$ncapai Rp.524.562.489 Ju$ta dana te$rse$bu$t, 30% 

digu$nakan u$ntu$k ope$rasional Pe$me$rintah De$sa dan Badan 

Pe$rmu$syawaratan De$sa (BPD), se$dangkan 70% digu$nakan u$ntu$k ke$giatan 

pe$mbe$rdayaan masyarakat. 

3. Tinjauan Tentang  Desa dan Pemerintah Desa 

Istilah De$sa, atau$ u$dik, me$nu $ru$t de$finisi "u$nive$rsal", adalah se$bu$ah 

aglome$rasi pe$rmu$kiman di are$a pe$rde$saan (ru$ral). Di Indone$sia, istilah 

de$sa adalah pe$mbagian wilayah administratif di Indone$sia di bawah 

ke$camatan, yang dipimpin ole$h Ke$pala De$sa. Me$nu$ru$t Su$tarjo 

Kartohadiku$su$mo De$sa me$ru$pakan ke$satu$an hu$ku$m te$mpat tinggal su$atu$ 

masyarakat yang be$rhak me$nye$le$nggarakan ru$mah tangganya se$ndiri 

me$ru$pakan pe$me$rintahan te$re$ndah di bawah camat. 
40

 

 Pe$me$rintahan de$sa me$ru$pakan le$mbaga pe$rpanjangan pe$me$rintah 

pu$sat me$miliki pe$ran yang strate$gis dalam pe$ngatu$ran masyarakat 

de$sa/ke$lu $rahan dan ke$be$rhasilan pe$mbangu$nan nasional. Pe$me$rintah de$sa 

te$rdiri dari Ke$pala De$sa dan Pe$rangkat De$sa yakni te$rdiri atas se$kre$taris 

de$sa pe$rangkat lainnya. Ke$pala de$sa pada dasarnya be$rtanggu$ngjawab 

ke$pada rakyat de$sa, yang dalam tata cara dan prose$du$r 

pe$rtanggu$ngjawabannya disampaikan ke$pada Bu$pati atau $ Walikota, 

me$lalu$i Camat ke$pada BPD, ke$pala de$sa wajib me$mbe$rikan ke$te$rangan 
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laporan pe$rtanggu$ng jawabannya dan ke$pada rakyat me$nyampaikan 

informasi pokok-pokok pe$rtanggu $ng jawabannya, namu$n te$tap haru$s 

me$mbe$ri pe$lu$ang ke$pada masyarakat me$lalu$i BPD u$ntu$k me$nanyakan 

dan/atau$ me$minta ke$te$rangan le$bih lanju$t te$rhadap hal-hal yang be$rtalian 

de$ngan pe$rtanggu$ng jawaban yang dimaksu$d. Se$ke$rtaris de$sa adalah salah 

satu$ pe$rangkat de$sa be$rtu$gas me$ngu$ru$s administrasi di de$sa, misalnya 

me$mbu$at su$rat akta ke$lahiran atau$ su$rat ke$te$rangan. Se$kre$taris de$sa 

me$ru$pakan Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil (PNS).
41

 Pe$me$rintahan de$sa adalah 

pe$nye $le$nggaraan u$ru$san pe$me$rintahan dan ke$pe$ntingan masyarakat 

se$te$mpat dalam siste$m pe$me$rintahan Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik 

Indone$sia.
42

 

a. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa 

1) Perencanaan Pembangunan: Me$nyu$su$n re$ncana pe$mbangu$nan yang 

me$libatkan partisipasi masyarakat u$ntu$k me$ngide$ntifikasi ke$bu$tu$han 

dan prioritas de$sa. 

2) Pengelolaan Keuangan: Me$nge$lola Dana De$sa de$ngan prinsip 

transparansi dan aku$ntabilitas agar pe$nggu$naan dana dapat 

dipe$rtanggu$ngjawabkan ke$pada masyarakat. 

3) Pelayanan Publik: Me$nye$diakan layanan dasar bagi masyarakat, 

se$pe$rti pe$ndidikan, ke$se$hatan, dan infrastru$ktu$r. 

4) Pemberdayaan Masyarakat: Me$ndorong partisipasi masyarakat 

dalam be$rbagai program pe$mbangu$nan dan pe$mbe$rdayaan u$ntu$k 
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,2015 ) Cet.Ke- 1, h 19. 



23 
 

 
 

me$ningkatkan ku$alitas hidu$p.
43

 

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Stru$ktu$r organisasi pe$me$rintahan de$sa u$mu$mnya te$rdiri dari: 

1) Kepala Desa: Pe$mimpin de$sa yang me$miliki we$we$nang te$rtinggi 

dalam pe$nge$lolaan pe$me$rintahan de$sa.  

2) Perangkat Desa: Te$rdiri dari Se$kre$taris De$sa, Ke$pala Se$ksi, dan staf 

lainnya yang me$mbantu$ Ke$pala De$sa dalam me$laksanakan tu$gasnya. 

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Le$mbaga yang be$rfu$ngsi 

se$bagai wadah aspirasi masyarakat dan pe$ngawasan te$rhadap 

ke$bijakan yang diambil ole$h pe$me$rintah de$sa. 

c. Kewenangan Pemerintahan Desa 

Pe$me$rintahan de$sa me$miliki ke$we$nangan u$ntu$k: 

1) Me$ngatu$r dan me$nge$lola ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat. 

2) Me$nyu$su$n dan me$laksanakan pe$ratu$ran de$sa. 

3) Me$nge$lola ase$t de$sa dan su$mbe$r daya alam 

4) Me$ngaju$kan u$su$lan program pe$mbangu$nan ke$pada pe$me$rintah pu$sat 

atau$ dae$rah.
44
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4. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang 

Desa 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan 

hukum utama dalam pengaturan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-

undang ini memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk 

dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara 

demokratis, transparan, dan akuntabel.
45

 Dalam konteks penelitian ini, Pasal 

24 menjadi fokus utama karena mengatur asas-asas penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Pasal 

24 menyebutkan bahwa pemerintahan desa harus dijalankan berdasarkan asas: 

a. Kepastian hukum 

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 

c. Tertib kepentingan umum 

d. Keterbukaan 

e. Proporsionalitas 

f. Profesionalitas 

g. Akuntabilitas 

h. Efektivitas dan efisiensi 

i. Kearifan lokal 

j. Keberagaman 

k. Partisipatif 
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Beberapa asas tersebut, seperti keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, 

efisiensi, dan partisipatif, selaras dengan prinsip Good Governance versi 

UNDP yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini. Selain itu, Pasal 

26 ayat (4) memperkuat kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan 

pemerintahan secara akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, 

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diinternalisasi 

dalam kerangka hukum pemerintahan desa. Dengan demikian, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya memberikan otonomi, tetapi 

juga menjadi dasar normatif penerapan prinsip-prinsip Good Governance, 

yang penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan Dana Desa di setiap 

desa, termasuk Desa Gelora. 

B. Penelitian Terdahulu 

 Pe$ne$litian te$rdahu$lu$ yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$rapan prinsip good 

gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan dana de$sa ole$h pe$me$rintah de$sa, me$mbe$rikan 

wawasan yang sangat be$rgu$na dalam me$ru$mu$skan pe$ne$litian ini. Be$be$rapa 

pe$ne$litian te$rdahu$lu$ yang re$le$van akan dibahas u$ntu$k me$nu$nju$kkan 

kontribu$si yang le$bih be$sar te$rhadap pe$mahaman topik ini, te$ru $tama dalam 

konte$ks Pe$ne$rapan Prinsip Good Gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan dana de$sa di 

De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan Sine$mbah 

1. Skripsi Skripsi yang ditulis oleh Ayu Dian Syafitri, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas 

Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara,Pada Tahun 2023 dengan judul 
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“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pembangunan 

Desa (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten 

Pekalongan)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 

prinsip good governance dalam pembangunan desa serta mengevaluasi 

dampak hukum dari tidak diterapkannya prinsip tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Desa 

Depok masih belum maksimal, khususnya dalam aspek transparansi dan 

partisipasi. Ketidakterlaksanaan prinsip tersebut berisiko menimbulkan 

pelanggaran hukum dan menghambat keberlangsungan pembangunan 

desa.Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus keduanya 

terhadap penerapan prinsip good governance di tingkat desa, serta sama-

sama merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai dasar 

hukum. Perbedaannya, penelitian Ayu lebih menyoroti pembangunan desa 

secara umum dan mengkaji akibat hukum dari tidak diterapkannya prinsip 

good governance, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan 

Dana Desa di Desa Gelora dan mengungkap faktor-faktor penghambat 

dalam pelaksanaan prinsip tersebut dalam konteks keuangan desa. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Formas Prandyka, mahasiswa Universitas Islam 

Riau, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum,Pada Tahun 2024 dengan 

judul “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di 

Kantor Camat Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip good governance 
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diterapkan dalam pelayanan publik di kantor camat serta mengidentifikasi 

hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi prinsip tersebut belum optimal, terutama pada aspek 

transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Faktor penghambatnya 

mencakup rendahnya kemampuan aparatur, kurangnya pengawasan, serta 

keterbatasan fasilitas pelayanan.Persamaan dengan penelitian ini terletak 

pada kesamaan fokus, yaitu membahas penerapan prinsip good 

governance dalam pemerintahan serta menguraikan faktor-faktor 

penghambatnya. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan dasar 

hukum yang digunakan. Penelitian Formas berfokus pada pelayanan 

publik di tingkat kecamatan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini membahas secara lebih khusus 

pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, dengan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta menyoroti penerapan prinsip good 

governance dalam aspek keuangan desa secara langsung. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Raffi Aditya Chandra, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Fakultas 

Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Pada Tahun 2024 dengan judul 

“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penggunaan Anggaran 

Desa (Di Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip good governance 

diterapkan dalam pengelolaan anggaran desa serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasilnya menunjukkan bahwa 
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penerapan prinsip tersebut di Desa Kemplong telah berjalan, namun 

belum optimal. Transparansi dan partisipasi masyarakat belum 

sepenuhnya diwujudkan, dan proses pengambilan keputusan masih 

didominasi oleh aparat desa tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada pembahasan mengenai penerapan prinsip good governance dalam 

pengelolaan keuangan desa, yang sama-sama mengacu pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaannya terletak pada 

ruang lingkup dan pendekatan; penelitian Raffi menyoroti penggunaan 

anggaran secara umum dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Desa 

Kemplong, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan Dana 

Desa di Desa Gelora, serta menggali secara lebih dalam hambatan-

hambatan dalam penerapan prinsip good governance pada praktik 

pengelolaan keuangan desa secara langsung. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Chiara Berlian Bara Suhendi, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Islam, 

dengan judul “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan 

Publik Menurut Pandangan Media pada Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur Periode 2019–2024”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana penerapan prinsip good governance dalam 

pelayanan publik menurut media, serta mengidentifikasi hambatan-

hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance 
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di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih belum optimal. Media 

menyoroti lemahnya transparansi, minimnya partisipasi publik, serta 

rendahnya akuntabilitas birokrasi, yang diperburuk oleh lambannya 

respons pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat. Persamaan 

antara penelitian ini dengan penelitian Chiara terletak pada fokus 

keduanya dalam menganalisis penerapan prinsip good governance beserta 

faktor-faktor penghambatnya dalam praktik pemerintahan. Perbedaannya 

terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Chiara menggunakan sudut 

pandang media dalam menilai pelayanan publik di tingkat pemerintah 

provinsi, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada penerapan prinsip 

good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gelora, dengan 

pendekatan langsung melalui wawancara aparatur desa dan masyarakat, 

serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahma Lika, mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari‘ah dan Hukum, 

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), dengan judul “Penerapan 

Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus 

Pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten 

Pangandaran)” pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik 

di Desa Masawah serta meninjau dari perspektif Maslahah Mursalah. 

Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum optimal, 

khususnya pada aspek transparansi dan partisipasi. Persamaan dengan 
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penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai penerapan 

prinsip good governance di desa, terutama terkait keterbukaan dan 

partisipasi. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan teori Maslahah 

Mursalah, sementara penelitian ini fokus pada pengelolaan Dana Desa di 

Desa Gelora berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, serta membahas faktor-

faktor penghambat pelaksanaannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Je$nis pe$ne$litian ini me$ru$pakan pe$ne$litian hu$ku$m e$mpiris, yaitu$ 

me$tode$ Pe$ne$litian hu$ku$m yang me$ngkaji hu$ku$m yang dikonse$pkan se$bagai 

priaku$ nyata , se$bagai ge$jala sosial yang sifatnya tidak te$rtu$lis, yang dialami 

se$tiap orang dalam ke$hidu$pan be$rmasyarakat. Ole$h kare$na itu $, pe$ne$litian 

hu$ku$m e$mpiris dise$bu$t ju$ga pe$ne$litian hu$ku$m sosiologis.
46

 Ge$jala e$mpiris 

me$ru$pakan fakta sosial yang dapat diamati dan me$njadi obje$k stu$di dalam 

ilmu$ hu$ku$m. U$ntu$k me$mahami ge$jala-ge$jala ini se$cara aku$rat, pe$ne$litian 

hu$ku$m e$mpiris me$me$rlu$kan me$tode$ pe$ngu$mpu$lan data yang me$ngadopsi 

pola-pola standar. Dalam konte$ks ini, hu$ku$m e$mpiris be$rfoku$s pada 

pe$ngu$mpu$lan data me$lalu$i obse$rvasi dan pe$ngalaman langsu$ng. Hu$ku$m 

dide$skripsikan, dianalisis, dan dite$rangkan be$rdasarkan bu$kti konkre$t yang 

dite$mu$kan di lapangan. Pe$nde$katan ini me$mbe$rikan wawasan te$ntang 

bagaimana hu$ku$m be$rfu$ngsi dalam praktik, se$rta me$mu$ngkinkan pe$ne$liti 

u$ntu$k me$nge$valu$asi e$fe$ktivitas dan dampak hu$ku$m dalam masyarakat.
47

 

Tu$ju$an pe$ne$litian di lapangan adalah u $ntu$k me$mpe$lajari se$cara inte$nsif latar 

be$lakang ke$adaan saat ini, se$rta inte$raksi dalam lingku$ngan individu$, 

ke$lompok, le$mbaga, atau$ masyarakat  te$rkait pe$ne$rapan prinsip good 

                                                           
46

 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum ( Yogyakarta,  Publika Global 
Media, 2024) Cet.Ke-1 , h 37. 

47
  Nurul Qamar, and  Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-

Doktrinal. ( Makassar, Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2020). Cet.Ke-1, h.35. 
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gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa di De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan 

Sine$mbah. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Me$tode$ pe$nde$katan dalam pe$ne$litian ini me$nggu$nakan pe$nde$katan 

e$fe$ktivitas hu$ku$m dan ke$bijakan, yaitu$ pe$nde$katan yang be$rtu $ju$an u$ntu$k 

me$nilai se$jau$h mana prinsip good gove$rnance$ dite$rapkan dan be$rfu$ngsi 

se$cara e$fe$ktif dalam pe$nge$lolaan Dana De$sa. Pe$nde$katan ini akan 

me$nganalisis imple$me$ntasi U$ndang-U$ndang Nomor 6 Tahu$n 2014 te$ntang 

De$sa dan pe$ratu$ran te$rkait Dana De$sa, khu$su$snya dalam pe$nge$lolaan 

ke$u$angan di De$sa Ge$lora, Ke$camatan Bagan Sine$mbah. Pe$ne$litian ini akan 

me$nilai e$fe$ktivitas pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dari aspe$k: 

1. Normatif – apakah re$gu$lasi yang ada su$dah cu$ku$p je$las dan me$madai 

u$ntu$k me$njamin transparansi, aku$ntabilitas, dan partisipasi dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa. 

2. Sosiologis – bagaimana pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam 

praktik pe$nge$lolaan Dana De$sa di De$sa Ge$lora, se$rta hambatan yang 

mu$ncu$l dalam imple$me$ntasinya. 

3. Aku$ntabilitas – se$jau$h mana pe$me$rintah de$sa mampu$ 

me$mpe$rtanggu$ngjawabkan pe$nggu $naan Dana De$sa se$cara transparan dan 

dapat diakse$s ole$h masyarakat. 

4. Partisipasi Masyarakat – bagaimana ke$te$rlibatan masyarakat dalam 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, dan pe$ngawasan pe$nge$lolaan Dana De$sa. 
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 De$ngan pe$nde$katan ini, pe$ne$litian akan me$ngkaji apakah re$gu$lasi dan 

praktik pe$nge$lolaan Dana De$sa te$lah be$rjalan se$cara e$fe$ktif dalam 

me$wu$ju$dkan tata ke$lola pe$me$rintahan yang baik, me$ningkatkan ke$se$jahte$raan 

masyarakat, dan me$mbangu$n aku$ntabilitas pe$me$rintah de$sa. 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi pe$ne$litian akan dilaku$kan di De$sa Ge$lora, se$bu$ah de$sa yang 

te$rle$tak di Ke$camatan Bagan Sine$mbah, Kabu$pate$n Rokan Hilir, Provinsi 

Riau$, de$ngan foku$s pada pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa. Lokasi Penelitian ini dipilih berdasarkan hasil 

observasi dilokasi tersebut dan menemukan masalah terkait Penerapan Prinsip  

Good governance dalam penggelolaan dana desa yang tidak efektif. 

D. Subjek Dan Objek  

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, BPD dan 

Masyarakat. Objek penelitian yaitu bagaimana penerapan prinsip good 

governance dalam pengelolaan dana desa. 

E. Informan Penelitian  

 Informan adalah individu$ atau$ ke$lompok yang me$miliki informasi, 

pe$ngalaman, atau$ ke$te$rlibatan langsu$ng dalam topik yang dite$liti.
48

Dalam 

pe$ne$litian ini, informan te$rdiri dari du $a kate$gori, yaitu$ informan u$tama dan 

informan pe$ndu$ku$ng, yang dipilih be$rdasarkan re$le$vansi se$rta ke$te$rlibatan 

me$re$ka dalam pe$rmasalahan yang dite$liti. 

 

                                                           
48

 Ade Heryana, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif, 2018. 
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1. Informan Utama 

Tabel 3.1 Informan 

No. Informan Utama dan Pendukung Keterangan 

1. Ke$pala De$sa dan Pe$rangkat De$sa 3 Orang 

2. Masyarakat De$sa 7 Orang 

3. BPD           1 Orang 

 

 

          Su$mbe$r Data : Data Pe$ne$litian 2025  

F. Data dan Sumber Data 

Su$mbe$r data yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini te$rdiri dari du$a je$nis, yaitu$: 

1. Data Prime$r 

Data prime$r me$ru$pakan data yang dipe$role$h se$cara langsu$ng dari informan 

me$lalu$i me$tode$ wawancara.
49

 Data ini dipe$role$h dari narasu $mbe$r yang 

be$rkompe$te$n dan me$miliki ke$te$rlibatan langsu$ng dalam pe$nge$lolaan dana 

de$sa di De$sa Ge$lora. Wawancara me$ndalam dilaku$kan de$ngan be$be$rapa 

pihak te$rkait, antara lain: 

a. Ke$pala De$sa dan Pe$rangkat De$sa yang be$rpe$ran dalam pe$nge$lolaan 

dana de$sa se$rta pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam tata ke$lola 

ke$u$angan de$sa. 

b. Masyarakat De$sa Ge$lora, khu$su$snya tokoh masyarakat atau$ pe$ne$rima 

manfaat program dana de$sa, u$ntu$k me$nge$tahu$i se$jau$h mana 

transparansi dan partisipasi dalam pe$nge$lolaan dana de$sa.  

2. Data Se$ku $nde$r 

      Data se$ku$nde$r dalam pe$ne$litian ini dipe$role$h dari stu$di ke$pu$stakaan 

se$rta doku $me$n-doku$me$n hu$ku$m yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$rapan prinsip 

                                                           
49

 Sigit Sapto Nugroho, et.al.,Metodologi Riset Hukum, ( Surakarta, Oase Pustaka, 2020 

)Cet.Ke-1,  h 71. 
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good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan dana de$sa.
50

 Data se$ku$nde$r dipe$role$h 

dari be$rbagai su$mbe$r te$rtu$lis yang re$le$van, se$pe$rti: U$ndang-U$ndang No. 6 

Tahu$n 2014 te$ntang De$sa dan pe$ratu$ran pe$laksanaannya, Pe$ratu$ran 

Me$nte$ri Dalam Ne$ge$ri dan Pe$ratu$ran Me$nte$ri Ke$u$angan te$rkait tata ke$lola 

ke$u$angan de$sa, laporan re$smi dari instansi pe$me$rintah se$pe$rti Ke$me$nte$rian 

De$sa, se$rta lite$ratu$r dan pe$ne$litian te$rdahu$lu$ me$nge$nai pe$ne$rapan good 

gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan ke$u$angan de$sa. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan be$be$rapa te$knik dalam me$ngu$mpu$lkan data, 

yaitu$ se$bagai be$riku$t: 

1. Obse$rvasi Lapangan (Fie$ld Obse$rvation) 

Obse$rvasi dilaku$kan de$ngan me$ngu$nju$ngi langsu$ng De$sa Ge$lora, 

Ke$camatan Bagan Sine$mbah gu$na me$mpe$role$h data te$rkait pe$ne$rapan 

prinsip good gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan dana de$sa. Me$lalu$i obse$rvasi 

ini, pe$ne$liti dapat me$ngamati se$cara langsu$ng bagaimana prose$s 

pe$re$ncanaan, pe$laksanaan, se$rta pe$laporan pe$nggu$naan dana de$sa ole$h 

pe$me$rintah de$sa. Se$lain itu$, obse$rvasi ju$ga me$ncaku$p inte$raksi antara 

pe$me$rintah de$sa, masyarakat De$sa u$ntu$k me$lihat se$jau$h mana prinsip 

transparansi, aku$ntabilitas, dan partisipasi dite$rapkan dalam pe$nge$lolaan 

dana de$sa. 

                                                           
50

 Sari Anita et al., Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, ( Jayapura, CV.Angkasa 

Pelangi,2023 ) Cet.Ke-1 , h.91. 
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2. Wawancara Me$ndalam (In-de$pth Inte$rvie$w)/ Se$mite$rstru$ktu$r 

Wawancara dilaku$kan de$ngan pe$nde$katan se$mi-stru$ktu$ral, di mana 

pe$ne$liti me$ngaju$kan pe$rtanyaan te$rbu$ka ke$pada informan u$ntu$k 

me$mpe$role$h pe$mahaman yang le$bih dalam te$rkait pe$nge$lolaan dana de$sa. 

Tu$ju$an dari wawancara je$nis ini adalah u$ntu$k me$ne$mu$kan pe$rmasalahan 

se$cara le$bih te$rbu$ka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta 

pe$ndapat, dan ide$-ide$nya.
51

  Informan yang diwawancarai dalam 

pe$ne$litian ini me$lipu$ti: 

a. Ke$pala De$sa dan Pe$rangkat De$sa, yang me$miliki tanggu$ng jawab 

dalam pe$nge$lolaan dan distribu$si dana de$sa. 

b. Masyarakat De$sa Ge$lora, te$ru$tama tokoh masyarakat dan pe$ne$rima 

manfaat, u$ntu$k me$nge$tahu$i pandangan me$re$ka me$nge$nai ke$te$rbu$kaan 

dan aku$ntabilitas dalam pe$nge$lolaan dana de$sa. 

c. BPD, Memiliki tugas dalam pengawasan dalam penggelolaan dan 

distribusi desa. 

3. Stu$di Ke$pu$stakaan 

Stu$di ke$pu$stakaan dilaku$kan de$ngan me$ne$lu$su$ri dan me$nganalisis 

be$rbagai su$mbe$r lite$ratu$r yang be$rkaitan de$ngan pe$ne$litian ini, se$pe$rti 

bu$ku$, ju $rnal ilmiah, artike$l, pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan, se$rta laporan 

re$smi dari instansi pe$me$rintah.
52

 Kajian ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mpe$role$h 

dasar te$oritis yang ku$at me$nge$nai prinsip good gove$rnance$ dalam tata 

                                                           
51

 Tuti Khairani Harahap, et al., Metode Penelitian Kualitaf (Makasar, Cv.Tahta Media 

Group, 2023 )Cet.Ke-1, h 163. 
52

  Magdalena,et al.,Metode Penelitian Untuk Penulisan Laporan Penelitian Dalam Ilmu 

Pendidikan Agama Islam ( Bengkulu, Literasiologi; 2021 )Cet.Ke-1, h.74-76. 
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ke$lola ke$u$angan de$sa, se$rta me$mahami pe$ratu$ran yang me$ngatu$r 

pe$nggu$naan dana de$sa.  

4. Doku$me$ntasi 

Doku$me$ntasi dilaku$kan de$ngan me$ngu$mpu$lkan be$rbagai doku$me$n re$smi 

yang be$rhu$bu$ngan de$ngan pe$ne$litian ini, bisa be$rbe$ntu$k gambar atau$ 

tu$lisan se$pe$rti arsip-arsip dan ju$ga bu$ku$-bu$ku$ te$ntang Pe$ndapat, te$ori, 

dalil atau$ hu$ku$m-hu$ku$m yang be$rhu$bu$ngan de$ngan Masalah pe$ne$litian. 

Te$knik ini be$rtu$ju$an u$ntu$k me$ndu $ku$ng hasil obse$rvasi dan wawancara 

de$ngan bu$kti-bu$kti konkre$t se$rta me$mastikan ke$aku$ratan dan validitas 

data yang dipe$role$h dalam pe$ne$litian ini. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang dipe$role$h me$lalu$i wawancara, obse$rvasi, stu$di ke$pu$stakaan, dan 

doku$me$ntasi akan dianalisis me$nggu$nakan me$tode$ analisis ku$alitatif. Prose$s 

analisis ini dilaku$kan me$lalu$i tahapan se$bagai be$riku$t: 

1. Re$du$ksi Data 

Data yang te$rku$mpu$l dari be$rbagai su$mbe$r akan dise$le$ksi, disaring, dan 

dipilih se$su$ai de$ngan re$le$vansi te$rhadap pe$ne$litian ini. Informasi yang 

tidak te$rkait atau$ ku$rang me$ndu$ku $ng tu$ju$an pe$ne$litian akan dihilangkan 

agar analisis le$bih te$rfoku$s.
53

 Dalam konte$ks pe$ne$litian ini, data yang 

dire$du$ksi me$lipu$ti informasi me$nge$nai pe$ne$rapan prinsip good 

gove$rnance$ dalam pe$nge$lolaan dana de$sa ole$h pe$me$rintah De$sa Ge$lora, 

                                                           
53

 Sapto Haryoko, et al., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur 

Analisis), ( Makasar, Badan Penerbit UNM, 2020 )Cet.Ke-1, h 202. 
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te$rmasu$k aspe$k transparansi, aku $ntabilitas, partisipasi, dan e$fe$ktivitas 

dalam pe$nge$lolaan dana de$sa.  
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   BAB V 

PENUTUP  

A. . Kesimpulan 

Hasil pe$ne$litian me$nge$nai pe$ne$rapan prinsip good gove$rnance$ dalam 

pe$nge$lolaan Dana De$sa Be$rdasarkan U$ndang-u$ndang Nomor 06 Tahu$n 

2014 Ole$h Pe$me$rintah De$sa Ge$lora tmaka pe$nu$lis dapat me$nyimpu$lkan 

be$be$rapa poin se$bagai be$riku$t: 

1. Pe$ne$rapan prinsip-prinsip good gove$rnance$ oleh Pemerintah Desa Gelora 

telah dilakukan melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum, namun belum 

berjalan secara optimal. Transparansi telah diupayakan dengan 

pemasangan papan informasi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi 

belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Akuntabilitas telah 

dilaksanakan melalui penyusunan laporan, namun keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengawasan masih minim. Partisipasi 

masyarakat belum maksimal, karena banyak warga pasif dan tidak 

dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa. Efektivitas dan efisiensi 

pembangunan fisik cukup baik, namun terkendala pemeliharaan, 

distribusi program yang belum merata, dan kurangnya pemberdayaan 

non-fisik. Supremasi hukum telah diterapkan, tetapi mekanisme 

pengaduan dan sanksi administratif masih lemah. 
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2. Te$rdapat se$ju$mlah hambatan signifikan dalam pe$ne$rapan good 

gove$rnance$ di De$sa Ge$lora. Hambatan u$tama dalam pe$ne$rapan good 

gove$rnance$ me$ncaku$p re$ndahnya pe$mahaman warga te$rhadap hak 

partisipasi, ke$te$rbatasan SDM pe$rangkat de$sa, pe$ncairan dana yang 

te$rlambat, ku$rangnya ke$te$rbu$kaan informasi, dan ke$tidakse$su$aian hasil 

mu$syawarah de$ngan pe$laksanaan. Kondisi ini me$nu$nju$kkan pe$rlu$nya 

pe$rbaikan agar pe$nge$lolaan Dana De$sa be$nar-be$nar me$nce$rminkan asas 

transparansi, aku$ntabilitas, partisipasi, e$fe$ktivitas, dan e$fisie$nsi 

se$bagaimana diamanatkan U$U$ No. 6 Tahu$n 2014. 

B. Saran  

Se$te$lah me$nge$tahu$i pe$rmasalahan di atas, pe$nu$lis me$mbe$rikan saran 

se$bagai be$riku$t: 

1. U$ntu $k Pe$me$rintah de$sa pe$rlu$ me$ningkatkan pe$me$rataan program, 

me$ngu$tamakan ke$bu$tu$han prioritas warga, se$rta me$mpe$rhatikan 

pe$rawatan hasil pe$mbangu$nan. Dana ju$ga se$baiknya dialokasikan 

u$ntu$k pe$latihan dan pe$mbe$rdayaan, khu$su$snya bagi pe$mu$da. 

Informasi program haru$s disampaikan de$ngan bahasa yang mu$dah 

dipahami. 

2. U$ntu $k Masyarakat diharapkan le$bih aktif dalam mu$syawarah dan 

me$nyampaikan aspirasi. Se$lain itu$, warga pe$rlu$ iku$t me$njaga hasil 

pe$mbangu$nan se$rta me$ndu$ku$ng program pe$mbe$rdayaan agar Dana 

De$sa be$nar-be$nar be$rmanfaat se$cara e$fisie$n. 
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